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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting dalam suatu negara. Di 

Negara Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 

Tahun 2007 dalam pasal 1 yang mengatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Adanya 

pemungutan pajak, pemerintah negara Indonesia dapat melakukan program untuk 

pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, pembangunan 

fasilitas publik yang nantinya dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, negara selalu 

berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak (Hanafi & Harto, 

2014). 

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak 

pribadi dan wajib pajak badan. Bagi para wajib pajak, pajak merupakan perwujudan 

peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan pemerintah. 

Pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan 

harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan 

berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi 

pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak 

setinggi mungkin untuk membiayai pembangunan pemerintahan (Cahyono et al., 

2016). 

Dalam suatu negara harus menerapkan prinsip efisiensi, kesetaraan, 

keadilan dan netralitas di dalam sistem perpajakannya. Tetapi untuk menerapkan 

semua prinsip tersebut merupakan hal yang sulit, maka untuk mencapai prinsip 

keadilan maka perlu juga untuk tidak melupakan prinsip netralitas. Pada saat 

menjalankan prinsip netralitas, terkadang wajib pajak merasakan adanya 

ketidakadilan, oleh sebab itu wajib pajak berpikir untuk menghindari serta 

mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak. Keadilan adalah perilaku 
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seseorang untuk bersikap adil dan tidak berat sebelah terhadap peraturan yang 

berlaku. Sedangkan keadilan pajak bagi wajib pajak adalah perilaku seseorang 

untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak 

yang berlaku (Widyasari et al., 2022). 

Prinsip keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan pajak, 

sementara untuk memenuhi belanja publik pemerintah harus mempertimbangkan 

antara kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip keadilan pajak juga dapat 

dilihat dari dua sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Distribusi pembebanan 

pajak yang adil dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu, siapa yang membayar, jenis 

pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode assessment 

system dan ketepatan perhitungan pajak yang terutang. Ketidakakuratan 

perhitungan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan karena adanya pajak yang 

lebih atau kurang bayar (Lestari & Kusmuriyanto, 2015). 

Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07 persen pada triwulan II tahun 

2021. Sektor ini merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,35 

persen. Di periode ini, sektor manufaktur sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 

6,91 persen meskipun mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Sedangkan 

di kuartal ketiga 2021, industri manufaktur tumbuh 3,68% dan menyumbang 0,75% 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat membuktikan bahwa arah 

pertumbuhan sektor industri manufaktur masih sesuai rencana, dan diharapkan 

dapat menjadi penggerak ekonomi nasional dengan target kontribusi Produk 

Domestik Bruto (PDB) lebih dari 20% pada 2024. Berdasarkan data dari 

Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur sangat berkontribusi terhadap PDB 

nasional di kuartal kedua 2021, yaitu sebesar 17,34%. Dua kontributor teratas dari 

sektor manufaktur adalah industri makanan dan minuman (6,66%) serta industri 

kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,96%) (Kementerian Investasi, 2022). 

Pada awal tahun 1984 pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan 

yang semula adalah official assessment system berubah menjadi self assessment 

system. Official assessment system merupakan sistem pengambilan pajak yang 

memberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam pengambilan pajak kepada 

pemerintah, sedangkan self assessment system merupakan suatu sistem 
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pengambilan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014). Dengan 

diberlakukannya self assestment system¸ wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri hal ini membuat peluang bagi wajib 

pajak untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) karena sistem tersebut 

dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena 

pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan 

menjadi turun (Widagdo et al., 2020). 

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami 

kendala, salah satunya adanya praktik tax avoidance yang dilakukan para wajib 

pajak pribadi maupun badan (Sembiring & Sa’adah, 2021). Perusahaan berusaha 

mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan 

dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran 

pajak, manajemen pajak juga dilakukan dengan cara penggelapan pajak (tax 

evasion) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan 

karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Santoso & Muid, 

2014). 

Tax avoidance merupakan salah satu cara untuk menghindari pembayaran 

pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah 

pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain 

mencari kelemahan peraturan yang ada Sari & Artati (2021).  Menurut Widagdo et 

al., (2020) Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap 

tidak menginginkan tax avoidance terjadi karena akan mengurangi pendapatan 

negara. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak 

(tax ratio) negara Indonesia, rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah 

dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau mengumpulkan kembali Produk 

Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio 

pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pengambilan pajak negara tersebut. 

Ditjen Pajak mencatat pada tahun 2021 terdapat pemeriksaan bukti 

permulaan terhadap 1.237 wajib pajak. Jumlah tersebut berkurang dari 2020, 
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dengan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 1.310 wajib pajak. Pada 2021 

sebanyak 454 wajib pajak melakukan pengungkapan perbuatan yang tidak sesuai 

dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) 

dengan total pembayaran pokok dan sanksi mencapai Rp1,49 triliun. Adapun pada 

tahun 2020 pengungkapan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU 

KUP dilakukan oleh 279 wajib pajak (Pratama, 2022). 

Tax justice network melansir bahwa akibat penghindaran pajak Indonesia 

diperkirakan merugi sampai 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara 

dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot 

Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam 

laporan tax justice network yang berjudul The State of  Tax Justice 2020: Tax Justice 

in the time of Covid-19 disebutkan bahwa dari angka tersebut sebanyak 4,78 miliar 

dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya adalah hasil dari pengindaran pajak 

badan di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 

triliun berasal dari wajib pajak pribadi. Laporan itu menyebutkan bahwa dalam 

praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang 

dianggap sebagai surga pajak atau negara dengan pajak kecil, tujuannya untuk tidak 

melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara 

tempat berbisnis dan akhirnya perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang 

seharusnya (Kompas, 2020).  

Adanya fenomena tax avoidance dan tidak optimalnya regulasi anti 

penghindaran pajak menunjukkan bahwa perlu ada solusi lain seperti mendorong 

para wajib pajak untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan skema 

perencanaan pajak yang digunakan. Pengungkapan tersebut memang tidak mudah 

untuk diterapkan, karena berpotensi untuk menimbulkan perdebatan, dimana isu 

pajak merupakan isu yang sensitif bagi perusahaan ataupun pihak lain yang 

berkepentingan terhadap perusahaan (Romadhon, 2020). 

Kasus tax avoidance yang pernah terjadi di Indonesia adalah tax avoidance 

yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan anak perusahaan dari Astra 

Internasional Tbk (ASII) yang pada tahun 2014 juga telah melakukan penghindaran 

pajak dengan memanfaatkan transaksi perusahaan afiliasi di dalam dan luar negeri 



 

5 

 

atau transfer pricing. Cara yang dilakukan sangat sederhana dengan memindahkan 

laba kepada perusahaan yang berbeda negara dimana terdapat tarif pajak lebih kecil 

(tax haven). Manipulasi harga dibuat yaitu dengan cara menjual terlebih dahulu 

produk mobil sebanyak 1.000 buah dari perusahaan Toyota Motor Manufacturing 

di Indonesia kepada Toyota Asia Pasifik di Singapura baru kemudian ke negara 

Thailand dan Filipina, ini dilakukan agar pembayaran pajak di Indonesia bisa lebih 

kecil (Idris, 2013). 

Kasus tax avoidance yang pernah terjadi selanjutnya adalah kasus 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy 

Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer 

pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia 

ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak 

yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro 

Energy Tbk diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat 

membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US$ 125 juta lebih rendah 

dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Globalwitness, 

2019). 

Bagi perusahaan, peran tata kelola atau good corporate governance masih 

menjadi satu faktor utama untuk menjamin kelangsungan bisnis pada suatu 

perusahaan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan bagi 

regulator seperti OJK, hasil ini membawa implikasi bahwa perlu adanya penegakan 

aturan agar peran tata kelola dalam perusahaan dapat dioptimalkan dengan baik, 

sehingga tidak menimbulkan efek negatif lain, seperti tax avoidance (Romadhon et 

al., 2021). Menurut Winata (2014) good corporate governance (GCG) merupakan 

sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Good 

corporate governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan, sehingga 

dengan adanya GCG perusahaan dapat mudah diawasi dan dikelola dengan baik. 

Adanya peluang pada perusahaan-perusahaan yang ada untuk melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) maka dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan 

yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebijakan yang diambil dari 

sebuah keputusan. Beberapa komponen yang meliputi dalam tata kelola perusahaan 
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yang baik adalah kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas 

audit (Pambudi & Setiawati, 2021). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tax avoidance adalah komite audit. 

Sinambela (2022) menyatakan bahwa komite audit berperan penting untuk 

mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan meminimalkan tindakan 

kecurangan  yang dilakukan oleh manajemen, sehingga integritas dan kredibilitas 

pelaporan keuangan dapat terjaga. Jika fungsi komite audit berjalan efektif, maka 

praktik tax avoidance akan berkurang. Semakin banyak jumlah komite audit 

diharapkan fungsi pengawasan akan berjalan semakin efektif, sehingga keinginan 

manajer untuk melakukan tax avoidance berkurang. Komite audit menurut Sari & 

Artati (2021) merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang 

berperan secara signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Penelitian 

terdahulu memiliki hasil yang tidak konsisten seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Yohanes & Fransisca (2022) dan Hilmi et al., (2022) menyatakan bahwa 

komite audit memiliki pengaruh terhadap tax avoidance sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Lubara et al., (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Selain komite audit terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi tax 

avoidance yaitu dewan komisaris independen. Menurut Sondokan et al., (2019) 

dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan 

prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Selain itu dewan komisaris 

memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi 

pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi, keberadaan komisaris 

Independen diharap dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat 

oleh direksi. Peraturan yang dibuat oleh BEI mewajibkan perusahaan yang 

sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 

30% dari dewan komisaris yang ada. Sedangkan Hilmi et al., (2022) mengatakan 

bahwa dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, 

anggota direksi dan dewan komisaris lain. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Cahyono et al., (2016) mengatakan bahwa dewan komisaris independen tidak 
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berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun penelitian yang dilakukan oleh 

Suhendri & Wulandari (2020) mengatakan dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Kepemilikan manajerial juga termasuk faktor yang mempengaruhi tax 

avoidance. Menurut Krisna (2019) kepemilikan manajerial adalah Struktur 

kepemilikan perusahaan yang di dalamnya terdapat proporsi oleh pihak manajemen 

atau dengan kata lain beberapa proporsi saham dalam perusahaan dimiliki oleh 

majanemen itu sendiri, adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan 

mampu menyeimbangkan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan 

pemegang saham. Hal ini dikarenakan dengan kepemillikan saham oleh pihak 

manajemen, manajemen akan merasakan risiko langsung yang dapat ditimbulkan 

dari keputusan kebijakan akuntansi yang dia lakukan, manajer ikut merasakan 

keuntungan ataupun kerugian dari keputusan yang telah dibuat. Pada penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2021) mengatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Fadhila et al., (2017) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tax avoidance adalah kepemilikan 

institusional. Menurut Dewi (2019) kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain di luar perusahaan yang 

umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Keberadaan 

institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya 

menyebabkan tingkat pengendalian tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. Pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Sari & Artati (2021) dan Dewi & Oktaviani (2021) mengatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suhendri & Wulandari (2020) menyakan 

bahwa kepemilikan institusional berpangaruh positif terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan beberapa hasil yang belum 

konsisten antara penelitian satu dengan lainnya atau biasa disebut dengan gap yang 

masih belum menghasilkan hasil yang signifikan. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan peneitian atau uji ulang topik yang serupa dengan mengangkat judul 
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“Pengaruh Komite audit, Dewan komisaris independen, Kepemilikan 

manajerial dan Kepemilikan institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi 

pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2019-2021)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di latar belakang maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap tax avoidance 

2. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance 

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance 

4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan gambaran tentang praktik penghindaran pajak (tax 

avoidance) yang mungkin dilakukan oleh perusahaan Manufaktur, sehingga dapat 

memberikan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. 

3. Bagi Universitas 

Bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan 

dengan masalah yang ada. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diambil 

dalam penyusunan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan penelitian ini.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori penelitian yang 

digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian, kerangka konseptual penelitian dan perumusan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, penentuan populasi 

dan sampel, pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian yang 

akan diambil, teknik analisis data dan kriteria pengujian hipotesis.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang berisi inti dari 

penelitian yang dilakukan. Bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian, 

statistik deskriptif, hasil pengujan hipotesis, dan pebahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi penutup dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini akan 

dilakukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan akan disampaikan pula saran bagi pihakpihak yang terkait serta 

implikasi dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


